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MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar

kesanggupannya”

(QS. Al-Bagarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)
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RINGKASAN

Indonesia sebagai Negara hukum, maka hukum harus memiliki arti
penting dalam semua aspek kegiatan termasuk perbuatan hukum dalam pemberian
kredit perbankan. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang
semakin meningkat sesuai taraf hidupnya termasuk pinjman meminjam dalam
perbankan dengan disertai bunga dan jaminan. Pemberian kredit perbankan
terkadang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles).
Hal ini dibuktikan berdasarkan contoh kasus yang terjadi di bank rakyat Indonesia
unit kerja maesan bondowoso, pada tahun 2018 tercatat nasabah yang
menggunakan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor sebagai jaminan sekitar
50% dari 1000 nasabah dan dari 50% itu 10% mengalami kredit macet. Faktor
penyebab kredit macet disebabkan oleh nasabah yang tidak menggunakan dana
hasil pinjaman sebagai modal usaha melainkan sebagai kebutuhan konsumtif, Hal
ini tentunya dapat menyebabkan resiko kredit tidak terselesaikan atau kredit
macet. Karena itu penulis ingin mengankat permasalah tersebut dalam sebuah
skripsi dengan judul “Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit
Perbankan Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor”.
Permasalahan dalam skripsi ini apakah hukum di Indonesia telah mengatur prinsip
kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik
kendraan bermotor dan bagaimana bentuk dari prinsip kehati-hatian perbankan
serta akibat hukum apa yang akan diperoleh apabila prinsip kehati-hatian tidak
dilaksanakan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan
Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran yang
berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi
masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang

bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-
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undang (Statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum

sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka skripsi ini yang pertama mengenai pengertian prinsip
kehati-hatian, dan tujuan prinsip kehati-hatian. Yang mana pengertian-pngertian
dikutip dari berbagai sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di
Indonesia. Kedua mengenai perbankan, pengertian perbankan, dan jenis-jenis
bank, yang dikutip oleh penulis melalui sumber bacaan dan perundan-undangan
yang ada di Indonesia. Ketiga mengenai pemberian jaminan, pengertian jaminan,
jenis jaminan dan kegunaan jaminan. Yang mana dikutip oleh penulis dari
berbagai sumber bacaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Keempat mengenai kredit, pengertian kredit, jenis kredit dan kegunaan kredit.
Yang dikutip oleh penulis dari berbagai sumber bacaan dan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia. Kelima mengenai BPKB, pengertian BPKB dan
kegunaan BPKB. Yang mana dikutip oleh penulis berdasarkan sumber bacaan dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keenam mengenai kendaraan
bermotor, pengertian kendaraan bermotor dan kegunaan kendaraan bermotor.
Yang mana dikutip oleh penulis berdasarkan sumber bacaan dan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama mencakup aturan hukum yang
mengatur prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit diatur didalam
ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 29 ayat (2) undang-undang
nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992
tentang perbankan. Perbankan diwajibkan mejaga tingkat kesehatan bank sesuali
dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang berhubungan dengan usaha
Perbankan. Kemudian pembahasan yang kedua mencakup bentuk prinsip kehati-
hatian perbanakan dalam pemberian kredit berdasarkan 5 aspek penilaian yaitu 5C
credit analisis yang pertama analisa berdasarkan character (watak) dari calon

debitur, yang kedua berdasarkan capacity (kemampuan) calon debitur dalam
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mengembangkan usahanya, yang ketiga berdasarkan capital (modal) dari calon
nasabah yang akan melakukan pinjaman untuk menjalankan atau mengembangkan
usahanya bukan membuka usaha baru, yang ke empat berdasarkan collateral
(jaminan) dari calon debitur yang akan melalukan pinjaman guna meminimalisir
resiko yang ditanggung oleh kreditur apabila terjadi kredit macet, yang ke lima
berdasarkan condition of economics (kondisini ekonomi) yang terjadi diwilayah
calon debitur sebagai pertimbangan prospek usaha kedepannya. Pembahasan yang
ketiga mencakup akibat hukum yang diperoleh apabila perbankan atau petugas
bank melanggar atau melalaikan prinsip kehati-hatian akan dikenakan sanksi
berdasarkan pasal 49 ayat (2) b undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang
perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sanksi berupa
sanksi administratif berupa denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan
paling banyak seratus miliar rupiah serta sanksi pidana berupa pidana penjara

sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun penjara.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa prinsip
kehati-hatian perbankan wajib diterapkan oleh perbankan agar tingkat kesehatan
perbankan dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin
baik, namun pada prakteknya masih ditemukan pelanggaran prinsip kehati-hatian
dalam pemberian kredit khususnya dengan jaminan buku pemilik kendaraan
bermotor di salah satu bank di wilayah bondowoso unit kerja maesan BRI. Tetapi
pelanggaran ini hanya dilakukan apabila calon debitur memiliki hubungan dekat
dengan salah satu petugas survei bank yang bersangkutan, tidak dilakukan pada
semua calon debitur. Maka dari itu kedepannya bank rakyat Indonesia khususnya
unit kerja maesan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian

kredit tidak membedakan calon debitur.
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BAB |
PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum harus memiliki arti yang
sangat penting dalam berbagai aspek kegiatan termasuk perbuatan hukum dalam
pemberian kredit perbankan.Sejalannya perkembangan di Indonesia, setiap
manusia berusaha memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dalam
hidupnya. Pada dasarnya kebutuhan manusia semakin bertambah seiring dengan
perkembangan taraf hidupnya untuk dapat memenuhi berbagai macam
kebutuhannya, sehingga menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa
menyewa, sewa beli dan lain-lain, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
terkadang dengan cara pinjam meminjam yang dilaksanakan dengan disertai
bunga dalam pengembaliannya dan juga benda jaminan.*

Undang-Undang Nomor 10 Pasal (1) ayat (2) Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan
bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat
dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meingkatkan
taraf hidup orang banyak.”?

Perbankan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai suatu lembaga yang dapat
menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat untuk masyarakat secara
efektif dan efisien berdasarkan demokrasi ekonomi untuk pelaksanaan
pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitasi nasional yang terarah
kedalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak.Pada kegiatan pemberian kredit

yang menjadi dasar kegiatan perjanjian pemberian hutang uang termasuk menurut

"Rahma yudi Astuti.Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan
Dan Kredit Pada Lembaga Keungan Micro.Vol. 2, No. 1. Al Tijarah.2016 hal. 117

2Pasal 1 ayat (2) Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
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Pasal (8)ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan selanjutnya ditulis UU
Perbankan, menjelaskan bahwa dalampemberian kredit, Bank Umum wajib
memiliki keyakinan yang berasaskan itikad dan kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utang atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud dengan
sesuai yang di perjanjikan.2Adanya hubungan pinjam-meminjam di awali dengan
kesepakatan antara debitur dan kreditur yang terdapat dalam bentuk perjanjian.
Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.
Perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, adapula dibuat
dengan akta notaris.Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur
dituangkan dalam perjanjian kredit.Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Perbankan,kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian
bunga.

Dunia perbankan terdapat suatu prinsip umum, yaitu bahwa kredit yang
telah diberikan harus dapat diterima kembali seperti sediakala sesuai dengan
perjanjian yang disepakati. Pada institusi perbankan dalam memberikan
peminjaman uang, perlu dibutuhkan suatu barang jaminan.Saat tidak memiliki
jaminan maka tidak dapat mengajukan pinjaman uang. Jadi jaminan merupakan
bentuk syarat peminjaman sekaligus antisipasi dalam penyelesaian pengambalian
dana pinjaman. Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang
sangat erat.*

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan
bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib menerapkan sikap

kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyrakat yang dipercayakan

SLihat Pasal 1 ayat (2) Undang — Undang Nomor 10 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan

“Rahma yudi Astuti.Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan
Dan Kredit Pada Lembaga Keungan Micro.Vol. 2, No. 1. Al Tijarah.2016 hal. 119
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padanya.°Terkait penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan
masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk
melaksanakan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dalam
menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi
dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu
kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan
kelangsungan usaha bank itu sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential
Banking Principles) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara
untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak
positif terhadap perekonomian®.Prinsip kehati-hatian ini merupakan suatu syarat
dalam perbankan. Prinsip ini juga sangat diperlukan dalam hal penyaluran dana
karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri
tetapi dana yang berasal dari masyarakat. Semua itu bertujuan agar kredit yang
disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Begitu banyaknya masyarakat yang ingin membuka usaha dijaman
sekarang ini, perbankan sangat berperan dalam kemajuan usaha yang didirikan
oleh masyarakat. Bank haruslah cermat dalam memberikan modal kepada
masyarakat yang mengajukan permintaan pinjaman. Hal ini dikarenakan sering
kali pemberian modal tersebut tidak dapat dilunasi dengan tepat waktu baik pokok
pinjaman ataupun bunga yang telah ditetapkan. Seperti halnya krisis ekonomi
pada tahun 1998, bank kurang cermat dalam pemberian modal atau pinjaman
tersebut kepada masyarakat. Akhirnya pinjaman dan bunga yang ditetapkan tidak
dapat atau tidak tepat dibayar pada waktunya. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi
tersebut dinamakan kredit macet.

Salah satu contoh kasus di perbankan seperti halnya di BRI Cabang
Bondowoso,dimana BRI Cabang Bondowoso merupakan salah satu bank terbesar
di Bondowoso yang terkenal dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat
khususnya UMKM vyaitu sekitar 80% dikuasai oleh BRI untuk wilayah

5 Rachmadi Usman. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. (Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama, 2001), him. 18.

®M.Yusus Ismail. Tesis. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Salah Satu Kewajiban
Bank(Medan: Usu. 2012)
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Bondowoso.Pada 1.000 (Seribu) Debitur di tahun 2018 khususnya di BRI Unit
Maesan Bondowoso 50%nya menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor), dimana dalam pelaksanaannya dari sebagian debitur
tersebut yang memakai jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yaitu
sekitar 10% bermasalah/mengalami kredit macet. Hal ini dikarenakan kebanyakan
debitur tersebut menggunakan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor) yang bukan miliknya saat meminjam atau dikenal dengan istilah
pinjam nama dimana pihak bank tidak mengetahui hal tesebut. Faktor lainnya juga
dikarenakan bank tidak dapat memastikan uang yang dipinjam, rata-rata
penggunaan pinjaman tersebut tidak untuk usaha atau investasi melainkan untuk
hal lain diluar dari usaha dan investasi, serta tidak adanya pengawasan khusus
setelah pencairan dana pinjaman tersebut benar-benar digunakan sebagai mana
mestinya atau tidak pada tujuan awalnya, sehingga hal tersebut menyebabkan
kerugian dan tidak dapat mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya
kepada bank. Permasalahan tersebut tentunya sangat merugikan pihak bank dan
menurunkan prestasi kerja perbankan sendiri.’

Berdasarkan wawacancara penulis dengan Mantri KUR BRI unit Maesan
Bondowoso bernama Noven, beliau juga memaparkan apabila kredit tersebut
tidak terselesaikan dengan baik maka bank akan mengalami kerugian karena
kendaraan bermotor setiap waktunya akan mengalami penyusutan harga serta
adanya kerusakan di komponen mesin ataupun body kendaraan tersebut
dikarenakan kendaraan bermotor memiliki resiko terjadi kerusakan atau
kecelakaan lebih tinggi. Terkait itu bank harus lebih berhati-hati dalam
menyalurkan kredit khususnya dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor).®

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan

menganalisa secara mendalam selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah

"Hasil Wawancara dengan Noven Kurniyawadi Hidayatullah, Jabatan Mantri KUR BRI
Unit Maesan, tanggal 28 April 2019 di kediaman Narasumber Jambesari Bondowoso

8Hasil Wawancara dengan Noven Kurniyawadi Hidayatullah, Jabatan Mantri KUR BRI
Unit Maesan, tanggal 28 April 2019 di kediaman Narasumber Jambesari Bondowoso
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berbentuk skripsi dengan judul : Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

Perbankan dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

12 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penyusunan ini :

1. Apakah hukum di Indonesia telah mengatur prinsip kehati-hatian bagi
Perbankan yang akan memberikan kredit kepada debitur dengan Jaminan
BPKB kendaraan bermotor ?

2. Bagaimana bentuk dari prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit
kepada debitur ?

3. Apa akibat bagi Perbankan atau petugas bank pada saat tidak menerapkan
prinsip kehati-hatian?

13 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan
agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi

ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan
kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah
diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di

masyarakat;
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3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna
bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan

masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus
Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini
antara lain:

1. Mengetahui dan memahami serta mengkaji masalah yang berkaitan dengan
aturan hukum pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan buku pemilik
kendaraan bermotor (BPKB)

2. Mengetahui bentuk penerapan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit
perbankan

3. Mengetahui akibat hukum bagi perbankan yang melangar prinsip kehati hatian
dalam pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor
(BPKB).

14 Metode Penelitian

Metode penulisan pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara
seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan
yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait itu
yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Yuridis Normatif,
yaitu terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan
sejarah. Penulisan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder lainnya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi in adalah Yuridis
Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji

berbagai macam ayuran hukum yang bersifat formal seperti Undang — Undang,
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literature — literature yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan
dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.’Saat melakukan
penelitian penulis bertitik tolak dari analisis peraturan perundang — undangan
yang mengatur tentang isu hukum yang sedang diangkat mengenai prinsip kehati-
hatian perbankan. Tidak hanya itu saja, penulis juga menggunakan beberapa
sumber lain yang dapat memberikan celah untuk dapat dilakukannya analisis.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan
yakni pendekatan yang dilakukan dengan caramenelaah semua peraturan
perundang-undangan baik undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan
dengan isu hukum vyang sedang dipecahkan atau ditangani.’°®Pendekatan
perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah diterapkan untuk menelaah aturan-
aturan yang mengatur tentang prinsip kehati hatian perbankan dalam pemberian
kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Pendekatan
yang digunakan selanjutnya yakni pendekatan konseptual conceptual approach
dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum
adanya peraturan yang mengatur topik permasalahan yang sedang dihadapi.t'Pada
pendekatan ini, peneliti juga merujuk prinsip- prinsip hukum, konsep-konsep
hukum dan asas-asas hukum yang terdapat didalam pandangan sarjana hukum
atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang relevan dengan
isu hukum.*2Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah
karakteristik dan wujud asas keadilan di dalam prinsip kehati hatian perbankan
dalam pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor
(BPKB).

® Peter Mahmud Marzuki.Penelitian Hukum. (Jakarta : Prenada Media Group,2005) him
195

©1bid

1Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi.Op.Cit. him. 115

21hid.
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1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang tengah
dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian
hukum.*Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1.4.3.1 Bahan hukum primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang
berarti mempunyai otoritas, dan sifatnya mengikat. **Adapun bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Landasan hukum
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atasa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan
e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI1/2013
f.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.4.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi
yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi, seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnalhukum, disertasi, kamus-kamus

hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.®

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

3Ibid. him. 48
4Ibid. him. 52
1bid.
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Bahan non hukum merupakan bahan penunjang bagi bahan hukum primer
dan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan
topik yang sedang dikaji.'®Penggunaan bahan non hukum pada penulisan karya
tulis ilmiah (skripsi) ini yaitu berupa Tesaurus Bahasa Indonesia, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, slama
masihberkaitan dengan permasalahan yang dikaji di dalam karya tulis ilmiah
(skripsi) ini.t’

15 Analisa Bahan Hukum
Metode analisa yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif atau
yang sering disebut dengan analisis deskriptif kualitatif karena analisis yang
diharapkan adalah untuk memahami hasil dari data yang terkumpul, dimana data
yang berasal dari hasil identifikasi masalah akan dianalisis berdasarkan konsepsi
yang tersedia di bidang Perbankan.
Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum
sebagai berikut :*
1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk
menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang
sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab hukum.
4. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan

berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

'61bid. hlm. 9.
7bid.
®lbid. him 10
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip Kehati-Hatian
211 Pengertian Pinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan, bahwa bank
dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam
penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat hati-hati. Tujuandilakukannya
prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan
usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma
hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian ini tertera pada
Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.'®Pada pasal 2 Undang-Undang
Perbankanberbunyi :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya

berasakandemokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian”

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa
bank dalam menjalan kan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam
rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.?

Veitzhal Rifai mengemukakan pendapatnya mengenai prinsipkehati-
kehatian sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan

fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak baik merugikan

Neni Sri Imaniyati.Pengantar Hukum Perbankan.(Bandung:Refika Aditama, 2016.),
him. 19.

20 Rachmadi Usman.Aspek — Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.(Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2001), him. 18.

11
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bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan
sehat.?

2.1.1.1 Tujuan Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan
bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap
hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan
kepadanya.?’Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
yang bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiataan
usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.?

Adapun beberapa tujuan prinsip kehati hatian perbankan guna melindungi
dana perbankan dari kredit macet, serta menjaga kesehatan bank.Mengingat
pentingnya tujuan tersebut maka peraturan mengenai prinsip kehati hatian yang
ditetapkan Bl harus disesuaikan dengan standart internasional serta harus
didukung dengan sangsi sangsi yang adil.?* Meskipun dalam undang-undang
perbankan sama sekali tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati
hatian, baik didalam ketentuan maupun penjelasannya. Pada Undang-Undang
Perbankan hanya menyebutkan istilah dan dan cakupan ruang lingkupnya saja
sebagaimana yang tertuang pada pasal 8 dan pasal 29 Undang-Undang Perbankan,
serta Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia. Terkait itu penjelasan prinsip-kehati hatian merupakan solusi terbaik
dalam rangka menjalankan,menjaga serta mempertahankan eksitensi perbankan

yang dapat menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.

2\/eitzhal Rivai. Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan
Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa. (Jakarta:Kharisma Putra
Utama Offset, 2008), him. 617.

22Detisa Monica Podung. Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati — hatian dalam
Perbankan.Vol.V. 2016.

Zpenjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia

%4penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia
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212 Perbankan
2.1.2.1 Pengertian Perbankan

Perbankan secara hukum dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 undang-
undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan.Pada ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian
segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan
usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiaatan usahanya,? adapun
bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
masyarakat.?

Banyak definisi bank menurut para ahli, namun pada dasarnya mempunyai
makna yang sama antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kasmir, Bank
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya
aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.?’” Menurut GM
Veryn Stuart, dalam Dadang Husen Sobana Bank adalah badan usaha utamanya
menciptakan kredit yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat
pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun
dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.2Menurut OP
Simorangkir, dalam Zainal Asikin Bank merupakan salah satu badan usaha

lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.?

2| ihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

ZMuhamad Djumhana. Hukum perbankan di Indonesia.(Bandung: Citra Aditya Bhakti,
2006), him.110 .

2’Kasmir.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),
him 2

28 Dadang Husen Sobana. Hukum Perbankan Di Indonesia.(Bandung:Pustaka
Setia.2006.hlm 13

29 Zainal Asikin. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.(Jakarta:Raja Grafindo
Persada.2015.hIm 25
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2.1.2.2 Jenis-Jenis Perbankan
Pada ketentuan Undang-Undang Perbankan hanya ada 2 jenis yang dikenal
yaitu:
1. Bank Umum dan
2. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian dari kedua jenis bank tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 3 dan 4

dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

1 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
kenvensional dan atau berdasarakan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank

Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank
Perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3!
Berdasarkan fungsi bank tersebut dimaksudkan untuk memperjelas ruang
lingkup dan batasan batasan kegiatan yang diselenggarakan. Pada kepemilikannya

Bank Umum dimiliki oleh Negara,swasta asing,swasta nasional,atau kepemilikan

campuran, sedangkan Bank Perkredit Rakyat (BPR) dimilki oleh pihak Negara

(pemda),swasta dan koperasi saja. Diketahui bahwa perbedaan bank umum
dengan BPR adalah bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,
sedangkan BPR tidak terkait demikian, bank umum ataupun BPR sama-sama
memberikan jasa dalam penghimpunan dana dan sama-sama memberikan jasa
dalam penyaluran dana kepada masyarakat, tetapi BPR tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran.?

%0Muhamad Djumhana. Hukum perbankan di Indonesia. (Bandung: Citra Aditya
Bhakti,2006), himl.111

$1Rachmadi Usman.Hukum Jaminan Keperdataan. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him
151

32Neni Sri Imaniyati.Pengantar Hukum Perbankan.(Bandung: Refika Aditama, 2016),
him. 33.
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213 Jaminan
2.1.3.1 Pengertian Jaminan
KataJaminan dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada Pasal
1131 KUHPerdata dan terdapat pada Pasal 8 UU Perbankan, namun kedua
peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan jaminan.
Jaminan berhubungan erat dengan masalah utang. Barang jaminan pada
prinsipnya harus milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan
barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang
bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur.33
Isitilah jaminan merupakan suatu terjemahan dari Bahsa Belanda, yaitu zekerheid
atau cautie.®* Yang secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya
tagihannya. Selain istilah jaminan, disebut juga dengan agunan. Isitilah agunan
terdapat pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan.3® Jaminan adalah
segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan kepada
debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

Menurut Gatot Supramono, yang dimaksud jaminan adalah suatu perikatan
antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya
untuk pelunasan utang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, apabila
dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.®
Menurut Hartono Hadisoeprapto Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada
kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.3’Menurut

Mariam Darus Badrulzaman jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban

33Gatot Supramono.Perbankan dan Masalah Kredit.(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him.
196

343alim HS.Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.(Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), him. 21

%Hermansyah.Hukum Perbankan Nasional Indonesia.(Jakarta: Kencana, 2011), HIm. 21.

%Gatot Suparmono. Op.cit, him 75

7Salim HS.Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), him. 22
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yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.Oleh

karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.>®

2.3.1.1 Jenis-Jenis Jaminan

1. Jaminan Umum

16

Jaminan Umum merupakan segala kebendaan debitur baik yang bergerak
atau tidak bergerak, baik yang sudh ada maupun yang baru akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.
Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa pengertian Jaminan Umum
ialah segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik
yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-
perikatan debitur.3®
. Jaminan Khusus
Jaminan khusus muncul karena adanya perjanjian secara khusus. Jaminan
khusus hanya tertuju pada benda khusus milik debitur dan hanya berlaku
untuk kreditur tertentu. Jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang
khusus yang diadakan antara kreditur dan debitur, jaminan ini dapat berupa :
a. Jaminan perorangan
Jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin
dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan ini dapat dilakukan
tanpa sepengetahuan debitur.
b. Jaminan kebendaan
Jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun
antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin

dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.*°

383alim HS.Ibid
39Lihat Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
“0Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan Indonesia.(Bandung: Citra Aditya Bakti

,2006), HIm. 248.
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2.3.1.2 Kegunaan Jaminan

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam
menunjang pembangunan ekonomi.Keberadaan lembaga perbankan dapat
memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur.** Manfaat bagi kreditur adalah :*?

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup

2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit

dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Kegunaan jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk

mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat

melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian. Menurut

Djamil terdapat dua fungsi jaminan dalam pembiayaan yaitu :

1. Untuk pembiayaan utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga
yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut

2. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau indikator penentuan jumlah
pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak pihak ketiga. Pemberian
tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan*

Sedangkan menurut Usman manfaat jaminan adalah sebagai berikut:

1 Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai
usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya
dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau
sekurang kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil

2 Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuh janjinya, khusunya
mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah
disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan

kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank

413alim HS.Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.(Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), him. 28

“Ipbid. hlm 29

43Djamil Faturrahman. Penyeesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. (Jakarta :
Sinar Grafika, 2010),hlm 49
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3 Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan
bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan
kredit.

4. Memberikan hak kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapat
pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk
pengembalian dana yang telah ditentukan. 44

2.4 Kredit
2.1.3.2 Pengertian Kredit

Kredit secara etimologi, berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata Credere
yang berarti kepercayaaan, kepercayaan dilihat dari sisi Bank adalah suatu
keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat dikembalikan tepat waktu
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akte perjanjian
kredit. Keyakinan Bank tentunya telah melalui tahapan study kelayakan usaha
masing-masing debitur yang akan dibiayai.*®

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7
Tahun1992 tentang Perbankan ialah kredit penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waku tertentu dengan jumlah bunga,
imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.®® Pengertian tersebut mengalami
sedikit perubahan yang berdasarkan pada Undang undang No. 10 tahun 1998
tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara Bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untung

melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan dibebankan

4Usman Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama,2003), him. 89

45Suharno.Analisa Kredit. (Jakarta: Djambatan, 2003), him. 1

4Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan Indonesia. (Bandung: Citra aditya Bakti, 2006
), him. 474.
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bunga.*” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit
adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau
pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.®
Berkaitan dengan pengertian kredit, menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan

Bank Indonesia No.7/2/PBI1/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
yang dimaksud dengan kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga.*®

2.1.3.3 Jenis-Jenis Kredit
Pada perbankan, kredit terdiri dari beberapa jenis yang dilihat dari

beberapa segi kriteria tertentu, dalam hal ini kredit yang ada saat ini tidak dapat
dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan
pembangunan.®Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada
kriteria tertentu. Pengklarifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari
klasifikasi yang dijalnkan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio
kredit secara efektif dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal
jenis-jenis kredit yang didasarkan pada :
1  Kelembagaannya

Jangka waktu

Penggunaan kredit

2
3
4. Kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkannya
5  Aktivitas perputaran usaha

6.

Jaminannya

47Lihat Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

“8https://kbbi.web.id/kredit diakses pada tanggal 09 april 2019

49Belinda Kristy Wulandari. Penerapan Prinsip Kehati — hatian dalam Rangka
Pemberian Kredit melalui Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada
Commonwealth Bank.Universitas Indonesia. (Jakarta;:2012.) him. 14

*0Muhamad Djumhana. Hukum perbankan di Indonesia.(Bandung: Citra Aditya Bhakti,
2006), him. 481
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7. Atau dari berbagai kriteria lainnya®!

Berdasarkan segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur

pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari :>2

1.

Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kergiatan usaha, dan atau
konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta
kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan pemodalan.
Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada
Bank-Bank yang beroperasi di Indonesia, yaitu selanjutnya digunakan
sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

Kredit Langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga

pemerintah atau semi pemerintah.

Berdasarkan segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :>3

1

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau

bank swasta yang diberikan kepada perseoramgam untuk membiayai

keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

Kredit produktif baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi

a)  Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai
pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dam
mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi.

b) Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan
pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa

persediaan bahan baku,persediaan produk akhir.

Berdasarkan segi dokumen, maka jenis kredit ini terdiri dari :>*

1

Kredit ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiay9aan

bagi usaha ekspor

*bid him 482
*2]bid him. 483
31bid him. 488
>Ibid him. 490
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2 Kredit impor, adalah kredit modal kerja yang khusus diberikan untuk
membiayai barang impor. Penarikannya hanya dapat digunakan untuk
pelunasan dokumen L/C impor diluar biaya-biaya pajak impor.9

Berdasarkan segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain :%°
1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko. Kredit ini menurut UU Perbankan
Tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit harus
memiliki jaminan.
2. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur
mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya.®®

2.4.3.1 Fungsi Kredit

Pada awal perkembangannya, kredit difungsikan untuk merangsang bagi
kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik
dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Suatu kredit mencapai
fungsiya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun
masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur,
mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami tambahan penerimaan negara
dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.%’Pada
hidup perekonomian dan perdagangan, kredit memiliki fungsi, antara lain :°8
Meningkatkan daya guna uang
Meningkatnya peredaran dan lalu lintas uang
Meningkatkan daya gunan dan peredaran uang
Salah satu alat stabilitas ekonomi
Meningkatkan kegairahan berusaha

Meningkatkan pemerataan pendapatan

Meningkatkan hubungan internasional

Ibid him. 497
Ibid him. 234
S71bid hlm. 232
%8Thomas Suyatno. Dasar — Dasar Perkreditan.(Jakarta: 1990), him. 14.
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2.4.3.2 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir, suatu fasilitas kredit memiliki tujuan, tujuan tersebut

ialah :>°

1.

Mencari keuntungan

Bertujuan untuk mendapatkan hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil
tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa
dan biaya administrasi kredit dibebankan kepada nasabah.

Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana
investasi maupun dana untuk modal kerja.

Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyk kredit yang disalurkan oleh pihak
perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti

adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.®

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya

pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

a
b

Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan
usaha baru atau pelunasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru,
sehingga akan membutuhkan tenaga kerja yang masih menganggur.
Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang
disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang
beredar di masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki banyak pilihan.
Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang
sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri
dengan fasilitas kredit yang ada maka akan dapat menghemat devisa

negara.

him. 100

9Kasmir.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2008),

80Kasmir.Dasar — Dasar Perbankan. (Jakarta: Rajawali, 2010),hlm. 105
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e Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai
untuk keperluan ekspor.

214 BPKB
2.1.4.1 Pengertian BPKB
Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan
Bermotor, menjelaskan pengertian BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
merupakan dokumen pemberian legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang
diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang
berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.Adapun tujuan
dibuatnya BPKB sebagai penyelenggara registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor dalam bentuk buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebagai
pelaksanaan kepentingan pelaksanaan Kapolri guna menciptakan ketertiban umum
terutama yang berkaitan dengan penyidikan/penyelidikan pada kasus yang
berhubungan dengan kendaraan bermotor.5!Pada pembuatannya BPKB memiliki
dasar hukum yang telah diatur oleh undang-undang Republik Indonesia berikut
beberapa dasar hukumnya:
1. Undang Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 Tanggal 25 Mei 2010 Tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang
Berlaku Pada Kepolisian Republik Indonesia
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan

Bermotor

¢Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
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2.1.4.2 Fungsi BPKB

1. Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai
STNK untuk suatu kendaraan bermotor baik dalam keadaan berjalan
maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki BPKB sebagai tanda
pengenal kendaraan bermotor.

2. BPKB dapat disamakan dengan Certificate of Ownership yang
disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan
baik-baik oleh yang bersangkutan.

3. BPKB akan mempertinggi daya guna dari tata cara administrasi
pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan
publicservice juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan
terhadap pemasukan keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan
bermotor dan sebagainya.

B. BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam pinjam-

meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.®?

261 Kendaraan Bermotor
2.6.1.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (8) bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap
kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang digunakan
untuk transportasi darat selain kendaraan yang berjalan diatas rel, umumnya
kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam penggunaanya,
namun jenis lainnya seperti motor listrik dan mesin jenis lain juga dapat
digunakan. Dilihat dari fungsi utama kendaraan bermotor adalah sebagai alat
penunjang kebutuhan atau memudahkan orang untuk mengakses daerah yang

jaraknya jauh lebih cepat tidak membutuhkan banyak waktu.Menutut Badan pusat

82www.polri.go.id,/layanan-bpkb.php Diangkes Pada Tanggal 9 April 2019
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statistik (2013)%® perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cenderung
meningkat, merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat
terhadap sarana transportasi yang memadai hal ini sejalan dengan mobilitas

penduduk yang semakin tinggi.

2.6.1.2 Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang
no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikelompokkan
berdasarkan jenis :

1 Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah
rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda
tiga tanpa rumah-rumah

2 Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk kemudi baik dengan
atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi

3. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa bagasi

4. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk
dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus

5 Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang

penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang khusus

2.6.1.3 Fungsi Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor saat ini sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok
dan sangat dibutuhkan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian
masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat

mempersingkat waktu jarak tempuh, mempercepat gerak,mengangkat barang lebih

Swww.BPS.com/data-dahun/2013. Diakses Pada Tanggal 09 April 2019
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banyak serta memperolah rasa aman dan nyaman. Sebagian masayarakat juga

banyak yang menganggap kendaraan bermotor bukan hanya sekedar alat untuk

mempermudah ataupun mempersingkat waktu tempuh ke suatu tempat tetapi

sebagai simbol status social bagi pemiliknya, berikut beberapa fungsi dari

kendaraan bermotor :54

1.

Dapat mengoptimalkan kinerja manusia

Pada beberapa jenis pekerjaan membutuhkan pengerjaan yang cepat dan
efisien waktu dengan adanya berbagai kendaraan  bermotor
mempermudah/mempercepat kinerja manusia

Dapat mempercepat jarak tempuh perjalanan

Bagi masyarakat modern, kecepatan dan ketepatan waktu merupakan hal
yang sangat penting, dimana sebelumnya memerlukan tenaga dan waktu
yang banyak kini teratasi dengan adanya kendaraan bermotor

Pengeluaran relatif lebih hemat

Dengan adanya kendaraan bermotor khususnya kendaraan pribadi dapat
menghemat pengeluaran harian yang sebelumnya menggunakan angkutan

umum dan perjalanan cenderung lebih lama.

4. Dapat dijadikan aset selain logam mulia

Kendaraan bermotor dapat dijadikan aset apabila sewaktu waktu

dibutuhkan dapat dijual dengan waktu yang relatif cepat, selain dijual kita dapat

menjaminkan surat kepemilikan kendaraan yang lebih dikenal dengan BPKB di

Bank atau di pegadaian selain itu itu keuntungan yang didapat Kita tetap bisa

memakai kendaraan bermotor tersebut.®

4Repository.ekuitas.ac.id/collection.php diakses pada tanggal 09 april 2019
®5https://manfaat.co.id/manfaat-kendaraan-bermotor, diakses pada tanggal 09 april 2019
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1

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) adalah asas yang
menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya
wajib bersikap hati-hati dalam rangka menjaga dana yang dipercayakan
kepadanya. Hukum di Indonesia mengatur Prinsip kehati-hatian dalam
pemberian kredit, yang termuat didalam pasal 8 ayat (1) dan (2) serta pasal
29 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bertujuan agar memiliki
perbankan yang sehat dalam setiap pengaplikasiannya guna mencapai
kemakmuran yang adil dan merata bagi masyarakat. Pemberian kredit
khususnya dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor didaftrakan ke
kantor fidusia agar memiliki kepastian hukum antara kedua belah pihak.
Selain itu peraturan yang membahas terkait prinsip kehati-hatian diatur juga
dalam peraturan bank Indonesia Nomor 7/4/PBI1/2005 tentang prinsip
kehati-hatian dalam aktivitas sekuritas aset bagi bank umum serta
pelaksanaan prinsip kehati-hatian diatur lebih lanjut berdasarkan surat
keputusan direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 maret
1995 tentang kewajiban penyusunan Bank bagi Bank umum. Berdasarkan
pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 surat keputusan Direksi Bank Indonesia.

Bentuk prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit berdasarkan
Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-
undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan serta peraturan otoritas jasa
keuangan Nomor 42/POJK.03/2017. Pada pemberian kredit terdapat 5
prinsip dasar yang wajib di lakukan oleh bank, 5 prinsip ini merupakan
bentuk dari sikap kehati-hatian bank yang bertujuan melindungi dana

masyarakat yang dipercayakan padanya, diantaranya sebagai berikut:
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1) Character (Watak)

2) Capacity (Kapasitas)

3) Capital (Modal)

4) Collateral (Jaminan)

5) Condition of Economics (Kondisi Ekonomi)

Prinsip 5C diterapkan untuk segala bentuk kegiatan usaha bank dalam
pemberian kredit ataupun pembiayaan, prinsip ini bersifat universal artinya
berlaku bagi semua bentuk agunan yang digunakan oleh nasabah atau
debitur selama agunan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Agunan-agunan tersebut contohnya sertipikat tanah, buku pemilik

kendaraan bermotor, SK pengangkatan pegawai negeri sipil, dll.

. Akibat hukum apabila perbankan atau petugas bank terkait terbukti tidak
menerapkan prinsip kehati-hatian maka akan dikenakan sangksi
administratif serta dapat dikenakan hukum pidana, berdasarkan kenentuan
pasal 49 ayat (2) b Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan
atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan
menjelaskan sanksi bagi petugas bank yang tidak menerapkan prinsip
kehati-hatian meliputi sanksi administratif berupa denda sekurang-
kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah serta
sanksi pidana berupa pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling

lama 8 tahun penjara.
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42  Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adapun saran yang
dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perbankan
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan dengan
jaminan buku pemilik kendraan bermotor khususnya bank rakyat
Indonesia unit kerja maesan harus tetap konsisten menerapakan pedoman
dasar pemberian kredit diantaranya 5C, character,capacity, capital,
collateral, condition of economics guna menjaga kesehatan bank.

2. Bagi petugas bank
Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle) harus
dilaksanakan oleh pihak perbankan dalam setiap pemberian kredit,
disamping itu penerapan prinsip kehati-hatian wajib diberlakukan bagi
seluruh debitur baik yang tidak mengenal dekat dengan petugas bank
ataupun mengenal dekat dengan petugas bank yang akan melakukan
pinjaman khususnya dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor
BPKB.

3. Bagi masyarakat
Apabila mengajukan pinjaman perbankan diharapkan menggunakan
agunan atas nama milik sendiri tidak menggunakan milik orang lain. Serta
menggunakan dana hasil pinjaman sesuai dengan tujuan awal yaitu

sebagai modal usaha
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